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PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL
DENGAN PERTUMBUHN EKONOMI  SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI
(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2014)
Abstrak
Penelitian ini memiliki tujuan yaitu mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah
terhadap Belanja Modal dan apakah Pertumbuhan Ekonomi memoderasi hubungan
diantara keduanya. Populasi dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah,
Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal di kabupaten/kota d Provinsi Jawa Barat tahun
2013-2014. Metode pengumpulan sampel dengan menggunakan teknik non purposive
sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 27x2 tahun atau
sebanyak 54 sampel. Dalam penelitian ini untuk menganalisis data dilakukan
menggunakan Moderating Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukan
bahwa R2 diperoleh nilai 0,579 yang berarti bahwa 57,9% Belanja Modal dipengaruhi oleh
Pendapatan Asli Daerah yang dimoderasi oleh Pertumbuhan Ekonomi. Sisanya sebanyak
42,1% dipengaruhi variabel diluar model. Hasil uji t menunjukkan bahwa Pendapatan Asli
Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi tidak
berpengaruh dalam memoderasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap
Belanja Modal.
Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal.
Abstract
This study has the objective of looking at the effect of Original Income on Capital
Expenditure and whether economic growth moderates the relationship between the two.
Population in this research is Local Original Revenue, Economic Growth and Capital
Expenditure in districts/cities d Province of West Java year 2013-2014. Sampling method
using non purposive sampling technique. The sample used in this study as much as 27x2
years or as many as 54 samples. In this research to analyze data is done by using Moderate
Regression Analysis (MRA). The results showed that R2 obtained value 0.579 which
means that 57.9% Capital Expenditure is influenced by Local Original Income moderated
by Economic Growth. The remaining 42.1% is influenced by variables outside the model.
The result of t test shows that the Original Revenue affects Capital Expenditure. While the
Economic Growth has no effect in moderating the relationship between the Original
Regional Revenue to Capital Expenditure.
Keywords: Local Original Income, Economic Growth and Expenditure.
1. PENDAHULUAN
Sesuai dengan amanat UUD RI tahun 1945, pemerintah daerah berwewenang untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan
otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah itu sendiri yang lebih mengetahui
keadaan dan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat
2pembangunan daerah dan laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antar daerah, dan
meningkatkan pelayanan publik (Andirfa, 2009). Adanya otonomi daerah diharapkan semakin
meningkatnya pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik sehingga mampu menarik investor
untuk melakukan investasi di daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pelaksanaan otonomi
daerah diharapkan mampu membangun daerah secara optimal dan memacu pertumbuhan ekonomi
serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sebagaimana diketahui, konsep dasar otonomi daerah adalah pemerintah pusat memberikan
kewenangan kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah. Dengan
kewenangannya, daerah akan menjadi kreatif untuk menciptakan kelebihan dan insentif kegiatan
ekonomi, dan pembangunan daerah.
Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah pemerintah daerah harus menggali
potensi-potensi sumber pendapatan sehingga mampu meningkatkan PAD. Pendapatan Asli Daerah
(PAD) merupakan sumber pendapatan daerah selain dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. PAD
bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi
daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004). PAD
yang diperoleh suatu daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. PAD menjadi tulang punggung yang digunakan
untuk membiayai belanja daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Panji dan Dwirandra (2014)
diperoleh hasil bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal, pertumbuhan
ekonomi tidak berpengaruh signifikan pada belanja modal, serta pertumbuhan ekonomi berpengaruh
signifikan dan mampu memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal.
Liliana et all. (2011) memperoleh hasil bahwa pertumbuhan pendapatan pemerintah sangat kuat
berkorelasi dengan pengeluaran pemerintah. Penelitian oleh Jaeni dan Anggana (2016) memperoleh
hasil bahwa PAD dan belanja modal memiliki hubungan yang positif. Semakin tinggi PAD suatu
daerah, maka belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah juga semakin meningkat. Selain itu,
Ogujiuba dan Abraham (2012) yang melakukan penelitian di Nigeria juga memperoleh hasil bahwa
pendapatan dan pengeluaran sangat berkorelasi.
Menurut penelitian Prakosa (2004), transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya
kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi
kesenjangan fiskal antar pemerintahan dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum
diseluruh daerah.
Salah satu fenomena yang mencolok dari hubungan antara sistem pemerintah daerah dengan
pembelanjaan daerah adalah ketergantungan pemerintah daerah  terhadap pemerintah pusat.
3Ketergantungan ini terlihat dari relatif rendahnya PAD dan dominannya transfer dari pusat (Kuncoro,
2009:371).
Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat (16) belanja daerah
merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi/kabupaten/kota. Hubungan
dalam bidang keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 15 ayat (1) huruf b adalah pengalokasian
dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri atas dana bagi hasil,
dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).
Dalam mengelola keuangannya, seharusnya pemerintah daerah meningkatkan sumber
penerimaan daerah yang berasal dari PAD dengan mengoptimalkan potensi, kreatifitas, dan
kemampuan daerah. Tujuannya adalah agar pemerintah mampu membiayai usaha-usaha dan
pembangunan daerah secara mandiri sehingga tidak menggantungkan dana dari pemerintah pusat.
Dengan adanya peningkatan PAD, masyarakat mengharap adanya peningkatan pelayanan
terutama di sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan mampu meningkatkan daya tarik
bagi investor untuk membuka usaha di kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat. Harapan ini bisa
terwujud apabila ada upaya dari pemerintah memberikan fasilitas pendukung investasi. Pemerintah
perlu memberikan alokasi belanja daerah yang lebih besar untuk hal itu. Apabila investor mau
menanamkan modalnya di kabupaten/kota di Jawa Barat, maka PAD kabupaten/kota di Jawa Barat
akan meningkat.
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh I Putu Ngurah Panji
Kartika Jaya dan Dwirandra (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah
bahwa dalam penelitian sebelumnya menggunakan variabel PAD, Belanja Modal dan Pertumbuhan
Ekonomi, serta penelitian dilakukan di kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2006-2011, sedangkan
penelitian ini dilakukan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2013-2014.
Berdasarkan  uraian tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil judul
“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN
PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Studi Empiris Pada
Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2014).”
2. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan data sekunder.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Laporan Realisasi APBD dan tabel PDRB di
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Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2014 yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah
tahun anggaran 2014 melalui www.djpk.kemenkeu.go.id dan www.bps.go.id.
Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah PAD, Pertumbuhan Ekonomi dan
Belanja Modal di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang meliputi 18 Kabupaten dan 9
Kotamadya sehingga total populasi adalah 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.
Metode analisis data yang digunakan adalah uji hipotesis  yang meliputi analisis Moderating
Regression Analysis (MRA), uji F, uji t dan uji koefisien determinasi (R2). Sebelum melakukan uji
hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji
heteroskedestisitas dan uji multikolinearitas.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengujian Asumsi Klasik







Sumber: Data sekunder diolah, 2017
Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel di atas menunjukan bahwa nilai Kolmogorov-
Smirnov sebesar 0,787 dengan nilai signifikan atau asymp. sig (2-tailed) 0,565 > 0,05 (p-value >
0,05). Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data residual model regresi dalam penelitian ini
terdistribusi normal.
Tabel 2. Hasil Pengujian Autokorelasi
Durbin-Watson dLtable dUtabel Keterangan
2,045 1,523 1,598 Tidak ada autokorelasi
positif/negatif
Sumber: Data sekunder diolah, 2017
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa hasil perhitungan nilai Durbin-Watson dapat
di lihat berdasarkan tabel nilai dL = 1,523, maka didapatkan 4 – dL yaitu 4 – 1,523= 2,477. Nilai
dU = 1,598, maka didapatkan 4 – dU yaitu 4 – 1,598 = 2,402. Nilai DW = 2,045,maka dapat
disimpulkan bahwa nilai DW terletak diantara dU dan 4 – dU (dU<DW< 4 – dU), hal tersebut
menunjukkan bahwa data peneliti tidak mengandung gejala autokorelasi.
Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Variabel Sig. Keterangan
Pendapatan Asli Daerah 0,211 Bebas Heteroskedastisitas
Pertumbuhan Ekonomi 0,267 Bebas Heteroskedastisitas
5PAD*PE 0,256 Bebas Heteroskedastisitas
Sumber: Data sekunder diolah, 2017
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa uji Glejser yang dilakukan dengan mengabsolutkan
nilai residual, kemudian hasil absolute residual diregresikan dengan variabel independen. Apabila
diperoleh lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data tidak ada masalah
heteroskedastisitas.
Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas
Variabel Tolerance VIF Keterangan
Pendapatan Asli Daerah 0,935 1,070 Bebas Multikolinearitas
Pertumbuhan Ekonomi 0,935 1,070 Bebas Multikolinearitas
Sumber: Data sekunder diolah, 2017
Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan bahwa hasil perhitungan nilai tolerance
menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10.
Hasil perhitungan Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama, tidak ada
satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa
data dalam penelitian ini bebas dari multikolinearitas.
3.2 Uji Moderating Regression Analysis (MRA)
Tabel 5. Hasil Uji Moderating Regression Analysis




Pendapatan Asli Daerah 0,592 8,458 0,000
Pertumbuhan Ekonomi -1,390 -0,431 0,668
PAD*PE -1,635 -1,036 0,305
R2 =   0,603 Fhitung = 25,313
Adjusted R2 =   0,579 Sig. F / Prob = 0,000
Sumber: Data sekunder diolah, 2017
Pada penelitian ini menggunakan model persamaan dari Moderating Regression Analysis yaitu,
sebagai berikut:
BM = 5,486 + 0,592PAD - 1,390PE - 1,635PAD*PE+ e
Dengan menggunakan hasil persamaan tersebut, hasil analisis dapat diinterpretasikan sebagai
berikut:
6a. Nilai konstanta untuk persamaan regresi adalah 5,486. Hal ini menunjukan bahwa Pendapatan
Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi dianggap konstan maka besarnya Belanja Modal akan
meningkat, begitu juga sebaliknya.
b. Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,592. Tanda positif dapat diartikan apabila
terjadi peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah maka, akan mengakibatkan terjadi
peningkatan pada Belanja Modal, begitu juga sebaliknya.
c. Koefisien regresi Pertumbuhan Ekonomi sebesar -1,390. Tanda negatif dapat diartikan apabila
terjadi peningkatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi maka, akan mengakibatkan terjadi
penurunan pada Belanja Modal, begitu juga sebaliknya.
d. Koefisien regresi PAD*PE sebesar -1,635. Tanda negatif dapat diartikan apabila terjadi
peningkatan terhadap efek moderasi Pertumbuhan Ekonomi maka, akan mengakibatkan terjadi
penurunan pada pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal, begitu juga
sebaliknya.
3.3 Uji Hipotesis 
3.3.1 Uji F
Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel independen secara 
bersama-sama terhadap variabel dependen. Besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada 
Belanja Modal pada tabel 5 dengan nilai Fhitung sebesar 25,313 > nilai Ftabel sebesar 3,18 dengan 
nilai signifikan 0,000 < α = 0,05; hal ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara 
bersama-sama (simultan) terhadap Belanja Modal. Hal ini juga bisa diartikan bahwa model regresi 
yang digunakan sudah sesuai (fit) dengan datanya.
3.3.2 Uji t
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t digunakan untuk menguji masing-
masing variabel independen secara individual (parsial) yakni dengan melihat pengaruh dari
seluruh variabel independen dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen
secara nyata, dengan level of significance 0,05. Penjelasan untuk masing-masing variabel bebas
adalah sebagai berikut:
1) Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal
Berdasarkan hasil pengujian uji t pada tabel 5 untuk variabel Pendapatan Asli Daerah
diperoleh thitung sebesar 8,458 > ttabel sebesar 2,008 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,000
< batas signifikasi sebesar 0,05, maka H1 diterima. Hal tersebut berarti Pendapatan Asli
Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis
7pertama yang menyatakan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap
Belanja Modal terbukti.
2) Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal
Berdasarkan hasil pengujian uji t pada tabel 5 untuk variabel Pertumbuhan Ekonomi
diperoleh thitung sebesar -0,431 < ttabel sebesar 2,008 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,668
> batas signifikasi sebesar 0,05, maka H2 ditolak. Hal tersebut berarti Pertumbuhan
Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan demikian
hipotesis kedua yang menyatakan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap
Belanja Modal tidak terbukti.
3) Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh Terhadap Hubungan Antara PAD Dengan Belanja
Modal
Berdasarkan hasil pengujian uji t pada tabel 5 untuk Pertumbuhan Ekonomi
berpengaruh terhadap hubungan antara PAD dengan Belanja Modal diperoleh thitung sebesar
-1,036 < ttabel sebesar 2,008 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,305 > batas signifikasi
sebesar 0,05, maka H3 ditolak. Hal tersebut berarti bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak
signifikan memoderasi hubungan antara PAD dengan Belanja Modal. Dengan demikian
hipotesis ketiga yang menyatakan Pertumbuhan Ekonomi memoderasi hubungan antara
PAD dengan Belanja Modal tidak terbukti.
3.3.3 Uji Koefisien Determinasi (ajusted R²)
Koefisien Determinasi (Goodness of fit) yang dinotasikan dengan R2 digunakan untuk
mengetahui dan mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variabel dan mengukur
seberapa besar variasi variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai R2 berkisar
antara nol sampai satu, semakin mendekati angka satu dapat dikatakan model tersebut semakin
baik dan dapat dikatakan signifikan. Besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja
Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel pemoderasi pada tabel IV.6 sebesar 0,579;
hal ini berarti bahwa 57,9% variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebas dan pemoderasi,
sedangkan sisanya sebesar 42,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam
penelitian ini.
4. PENUTUP
Hasil analisis datadi atas, Pendapatan Asli Daerah memiliki tingkat signifikansi < 0,05 yaitu
sebesar 0,000. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh
signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini membuktikan bahwa semakin besar Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang dihasilkan suatu daerah, maka berarti semakin besar daerah tersebut mampu
8memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri, tanpa harus tergantung pada pemerintah pusat. Selain hal
tersebut pengeluaran pemerintah daerah terhadap Belanja Modal juga akan semakin meningkat pula,
sehingga aset yang dimiliki pemerintah daerah tersebut akan bertambah yang menjadi kekayaan aset
daerah.
Peningkatan dana  pemerintah daerah yang  berasal  dari  sumber penerimaan asli daerah telah
digunakan secara tepat untuk membiayai pembangunan daerah maupun peningkatan  sarana  dan
prasarana dengan  meningkatkan  alokasi  Belanja Modal dalam rangka memberikan pelayanan
kepada publik. Namun demikian pengembangan dan penggalian potensi PAD merupakan kebutuhan
yang sangat mendasar, mengingat pendapatan asli daerah sangat mendukung terwujudnya
pelaksanaan otonomi yang utuh, nyata dan bertanggungjawab di daerah, serta dapat berperan penting
dalam rencana peningkatan kemandirian pemerintah daerah untuk tidak selalu bergantung pada
bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi. Secara umum strategi untuk peningkatan pendapatan
daerah dalam upaya untuk meningkat kemandirian keuangan daerahnya yaitu kemampuan
administrator (SDM), kemampuan keuangan daerah, keadaan infrastruktur.
Pertumbuhan Ekonomi memiliki tingkat signifikansi > 0,05 yaitu sebesar 0,668. Dalam
penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap
Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki kontribusi positif
terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan Ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita yang
diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto. Pertumbuhan Ekonomi bertujuan untuk peningkatan
ekonomi yang berkelanjutan. Tidak signifikannya pengaruh Produk Domestik Regional Bruto
terhadap Belanja Modal berarti bahwa dalam manajemen pengeluaran pemerintah daerah yang terkait
dengan alokasi Belanja Modal. Produk Domestik Regional Bruto tidak menjadi acuan utama dalam
proses penyusunan APBD dan alokasi Belanja Modal, tetapi ada sejumlah faktor tertentu yang
mempengaruhinya, misalnya proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran setiap kabupaten/kota
yang juga mempertimbangkan kondisi sosial politik di daerahnya selain memperhatikan kondisi
makro ekonomi daerah.
Pengaruh PAD pada Belanja Modal yang dimoderasi oleh Pertumbuhan Ekonomi memiliki
tingkat signifikansi > 0,05 yaitu sebesar 0,305. Hal ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi
tidak memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, disebabkan karena
Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Provinsi Jawa Barat tidak merata dan terjadi kesenjangan di
masing-masing wilayah. Seharusnya dengan peningkatan Pertumbuhan Ekonomi harus didukung
dengan infrastruktur atau sarana prasarana yang memadai guna memperlancar kegiatan ekonomi.
Biasanya jika Pertumbuhan suatu daerah baik, maka pemerintah daerah setempat akan terus
9meningkatkan Belanja Modalnya dari tahun ke tahun guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan
prasarana, tetapi disesuaikan pada tahun anggaran. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi
suatu daerah seharusnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Selain
itu dapat disebabkan juga karena peningkatan Pendapatan Asli Daerah lebih banyak digunakan untuk
membiayai belanja pegawai dan biaya langsung lainnya daripada untuk membiayai Belanja Modal.
Berdasaran kesimpulan dan keterbatasan diatas, saran yang bisa disampaikan penulis adalah
sebagai berikut: 1) Bagi penelitian selanjutnya agar menambah tahun pengamatan lebih dari 2 tahun,
sehingga dimungkinkan hasilnya akan lebih baik lagi. 2) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat
menambah variabel independennya, jadi tidak hanya menggunakan satu variabel independen. Tetapi
bisa menggunakan lebih dari satu variabel independen, dan 3) Bagi peneliti mendatang hendaknya
sampel dan daerah penelitian lebih diperluas lagi, yaitu tidak terbatas pada kabupaten/kota di Provinsi
Jawa Barat, sehingga akan memberikan hasil yang dapat digeneralisasikan.
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